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Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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Minta Pemerintah Publikasikan Rincian Anggaran Covid-19

Sambungan dari halaman 9
3

jadi kewajiban untuk dipub-
likasikan.

“Langkah baiknya dibuat
aksi bersama untuk meman-
faatkan kanal tersebut, dan
membuka akses bagi publik.
Kemudian keterlibatan or-
ganisasi masyarakat sipil dan
jurnalis,” katanya. ,

. Wali Kota Pontianak, Edi
Rusdi Kamtono memastikan
akan memublikasikan peng-
gunaan anggaran Covid-19.
Saat ini, pemerintahannya
sudah menyediakan kanal-
kanal informasi tindakan dan
perkembangan pandemiterse-
but. Sementara untuk urusan
anggaran, semuanyadiakuidia
masih dinamis.

' “Anggaraninibergerak, nanti
akankamipublikasikan, seperti
bedah APBD tiap tahun akan
dibuka. Tapi ini proses sedang
berjalan di DPRD, angka kami
masih dinamis, yang pasti

setiap proses pengeluaran ada
mekanisme karena kita sudah
biasa dengan akuntabilitas,’
katanya. ‘

Diamemastikanwalausepa-
njang Covid-19 .Pemerintah
Pusatmemberikankemudahan
dalamrealokasi,namunsemua
dalam pantauan lembaga pen-
gawas. Instansi seperti KPK,
BPK, BPKP, dan APIP, menu-
rut dia, telah turun langsung
melakukan pengawalan.

“KPK juga memantau kami,
BPKPjugamelakukan ujipetik.
Kami akui ada beberapa titik
doubleatautumpangtindihtapi
tidakbanyak, karenadataberg-
erak. Gugus tugas dari Kejari
dan polisi juga terlibat dalam
penanggulangan,” katanya. *

Pemkot sendiri, diakui dia,
mengganggarkanRp114miliar
untukmenanganipandemiini.
Namun, menurut dia, tidak
semuanya terserap lantaran
berhasil mengendalikan pe-
nyebaran penyakit. Meski saat

ini sudah nihil pasien Covid-
19, Wali Kota tetap khawatir
lantaran tingginya mobili-
tas, sehingga memunculnya
klaster baru atau gelombang
kedua. ;

“Jika tak ada lagi tambahan
kasus, anggaran yang berhasil

- dihemat tersebut akan dire-
. alokasikan dalam perubahan

anggaran untuk pemulihan
ekonomi. Pembahasannya
kinitengah dilakukandiDPRD
Pontianak,” janjinya.
SementaraKepalaOmbuds-
man RI Perwakilan Kalbar,
AgusPriyadimengatakanbah-
wa pihaknya telah membuka
posko pengaduan di daerah
terkait penanganan Covid-19.

Aduanyangmasuk pun diakui.
. dia beragam. Disebutkan

dia, mulai dari pelayanan
medis bagi korban Covid-19,
pelayanan transportasi dan
keamanan, kartu sembako,

hingga jaringan pengaman’

sosial.

““Dari semua aduan itu,
semua sudah diselesaikan.
Hanya saja tidak dapat me-
menuhi semua harapan. Sep-
erti mahasiswa yang meminta
bantuan, tapi nyatanya bisa

- pulang kampung. Demikian

juga mekanisme relaksasi
kredityangmasih belumdipa-
hami masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, khusus per-
masalahan pendataan jaring
pengamanan sosial, diakui
dia, begitubanyakdikeluhkan.
Masyarakat yang seharusnya
dapat, disayangkan dia, justru
absen dari data. Selain itu,
dia melihat ada keunikan di
lapangan, dimanapembagian
berasdibagiratakarenaprotes
masyarakat. :

“Ada permasalahan dalam
hal pendataan yang berhak.
Pendataan sudah dilakukan,
pemuktahiran menurut BPS
tugas Pemdamasing-masing,’
kata mantan komisioner KPU
Kota Pontianak tersebut. (*)
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